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PERKEMBANGAN FUNGSI HUKUM
KEPAILITAN DI INDONESIA
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Abstrak

perkembangan hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembang-
an yang sangat pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir sejak adanya re-
formasi hukum kepailitan padatahun 1998. Pesatnya perkembangan hukum
kepailitan tersebut terbukti antara lain dari jumlah kuantitas penyelesaian
permohonan kepailitan di pengadilan niaga. Hal yang perlu diteliti di da-
lam perkembangan kepailitan tersebut yaitu fungsi penggunaan instrumen
hukum kepailitan yang mengalami pergesaran pula. Penelitian ini menggu-
nakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan
terjadinya perkembangan fungsi penggunaan instrumen hukum kepailitan
dari yang semula hanya untuk menyelesaikan debitur yang asetnya tidak
mampu atau tidak cukup membayar utang menjadi instrumen hukum untuk
menagih utang dan bahkan sebagai instrumen pelaksanaan eksekusi putus-
an pengadilan lain.

Kata kunci: fungsi hukum, hukum kepailitan, reformasi hukum kepailitan

A. PENDAHULUAN

Hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat
sejak 1998 setelah terjadinya reformasi ketatanegaraan. Reformasi tatanan
politik dan kenegaraan yang terjadi pada 1998 di Indonesia, mengubah ba-
nyak hal, termasuk tatanan ekonomi dan hukum. Dengan meminjam tipo-
logi yang dikemukakan oleh Philip Seznik,' reformasi hukum pasca 1998,
banyak yang mengarah pada hukum yang responsif dan bahkan hukum yang
otonom dibandingkan dengan tatanan hukum pada masa Orde Baru dan juga

' Philippe Nonet dan Philip Selixlick, 2008, Law and Society in Transition: Toward Responsive
Law, New York: Harper & Row, h. 14.




odidil Satu relormasl pada bidang hukum yang terkait dengan asp
ekonomi adalah hukum kepailitan. Reformasi bidang hukum kepailitan
mengubah secara fundamental prinsip-prinsip dalam penanganan kepailjt
dan penyelesalan kepailitan.? Terdapat dua kah reformasi hukum kep ilit.

penundaan kewa_uban pembayaran utang. Kedua undang-undang mj‘
mengubah secara progresif mengenai filosofi fungsi dan tujuan hukum k
pailitan yang telah ada sebelumnya. ]

Reformasi hukum di bidang kepailitan ini sangat efektif untuk men G
saikan penanganan kepailitan dan penyelesaian pengurusan harta pailit,
belum 1998 selama kurun waktu kurang leb1h 50 tahun sejak kemerde ,

sekali, data yang ada hanya menunjukkan sekitar 150 perkara, yang b ‘, :
jika dirata-rata hanya satu perkara kepailitan dalam satu tahun sel
donesia. Sementara setelah adanya reformasi hukum kepailitan, penangan
kepailitan melonjak tajam, khususnya untuk dua pengadilan kepailita
itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan i
pada Pengadilan Negeri Surabaya. Di tahun 1999, Pengadilan Niaga -,’
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam satu tahun saja menangani sejum
100 perkara. Pada 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani
nyak 230 perkara. Adapun Pengadilan Negeri Surabaya, pada 2017 me
ngani sebanyak 59 perkara. Jadi dapat disimpulkan, terjadi kenaikan di
300 kali setelah adanya reformasi hukum kepailitan tersebut. )
UU Kepailitan 1998 telah mengubah paradigma mendasar
fungsi dan tujuan kepailitan, dengan cara mengubah beberapa ketentu
seperti persyaratan kepailitan, kurator kepailitan, pembentukan penga
khusus, hukum acara, dan mekanisme pengurusan dan pemberesan
pailit. Perubahan paradigma dasar tersebut dalam praktiknya juga men'
kan fungsi penggunaan kepailitan berkembang, dari yang semula hanya b
tujuan untuk melikuidasi aset debitur yang secara total tidak cukup un
membayar seluruh jumlah utang-utangnya, kemudian kepailitan berk
bang sebagai instrumen hukum penagihan utang dan bahkan sebagai,

strumen untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan lain terkait den;
bayar-membayar. '

Kencana PrenadaMedla Group h.7-9.
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menarik untuk diikuti, oleh karena intrumen hukum Keperdataan umum ba-

ak menemukan kendala dalam penerapannya di pengadilan. Oleh karena
n); dalam artikel ini akan membahas mengenai perkembangan deregulasi
UU Kepailitan di Indonesia serta, perkembangan fungsi penggunaan instru-
men hukum kepailitan dalam praktik di pengadilan.

g. PEMBAHASAN
1. Perkembangan Regulasi Kepailitan Tahun 1998 dan 2004

Hukum kepailitan mengalami perkembangan yang sangat pesa.t setelah
Jilakukan deregulasi UU Kepailitan. Deregulasi UU Kepailitan telah dilakukan
sebanyak duakali, yaitu padatahun 1998 dengan diundangkannyaUUNo. 4 Ta-
hun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un.d.ang
No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan
Menjadi Undang-Undang, serta pada tahun 2004 dengan diunde.l.ngkannya
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pem-
bayaran Utang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mengatur banyak perubahan kon-
sep dasar mengenai kepailitan. Pertama, UU Kepailitan 19?8 m?mbentuk
peradilan yang khusus menangani kepailitan, yaitu pengadilan niaga ya.ng.
berada di lingkungan pengadilan negeri. Pembentukan peradilan khusus ini
sangat efektif untuk penanganan permohonan kepailitan dan pen'a.nganan
perselisihan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, atau
yang dikenal dengan gugatan lain-lain. Dengan adanya peradilan k.husus
ini, maka penanganan kepailitan menjadi prioritas untuk ditangani oleh
pengadilan khusus tersebut oleh karena pengadilan khusus terse?but hanya
menangani kepailitan saja dan tidak menangani perkara yang lain. Der?gan
peradilan khusus pula, maka konsekuensinya hakim-hakim yang dijadlk.an
majelis untuk menangani juga hakim-hakim khusus yang telah lulus sef'tlﬁ-
kasi hakim kepailitan serta memperoleh berbagai pendidikan dan pelatihan
di bidang kepailitan.

Kedua, UU Kepailitan 1998 mengubah jenis kurator yang semula kurator
hanya kurator negara yéitu balai harta peninggalan (BHP), menjadi ditam-
bah kurator swasta yaitu orang-perorangan swasta (pada umumnya advokat
dan akuntan) yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kuratm.’. Ke-
bijakan baru ini juga sangat mendorong pihak-pihak yang berkepenFmgan
Untuk menggunakan instrumen kepailitan dalam penyelesaian utang piutang
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